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BUPATI PIDIE JAYA 

PROVINS! ACEH 

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA 

NOMOR 21 TAHUN 2024 

TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN 

TAHUN ANGGARAN 2024 

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

BUPATI PIDIE JAYA, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Qanun 

Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2024 tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten 

Tahun Anggaran 2024, perlu ditetapkan Peraturan Bupati 

Pidie Jaya tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2024; 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang 

Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 202 1 tentang 

Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 
3. Undang.t, 



, I 



3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan 

Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4633); 

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan 

Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang­

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

9. Peraturan.t 



9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 

Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 

2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada 

Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6177); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 201 7 ten tang Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang 

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil 

Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6224); 

14. Peraturan.f. 



14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan 

dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan 

Lembaran Republik Indonesia Nomor 6323); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 

Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 ten tang 

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional 

(Berita Negara Republik Indonesja Tahun 2017 Nomor 1067); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang 

Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi 

Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban 

Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 

Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, 

Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan 

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 

Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

N omor 1 777); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

21 . Peraturan .. 



21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 

Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, 

Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 

Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 799); 

23 . Keputusan Menteri Keuangan Nomor 352 Tahun 2024 tentang 

Rincian Insentif Desa Setiap Desa Tahun Tahun Anggaran 

2024; 

24. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 353 Tahun 2024 tentang 

Rincian Alokasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 Untuk 

Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kelompok Kategori 

Kesejahteraan Masyarakat Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota; 

25. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 900/ 1145/2024 tentang 

Penetapan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Untuk 

Pemberian Insentif Pengelolaan Lingkungan Hidup di Aceh 

Tahun Anggaran 2024; 

26. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie 

Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4) 

sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie 

Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun 

Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie 

Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5) ; 

27. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2022 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Pidie 

Jaya Tahun 2022 Nomor 3); 

28. Qanun.-t · 



Menetapkan 

28. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2024 tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten 

Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 

2024 Nomor 4 ) ; 

29 . Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2024 tentan g 

Pertanggung j awaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2023 (Lembaran 

Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024 Nomor 5 ); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN TAHUN 

ANGGARAN 2024. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie Jaya. 

2. Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya a dalah penyelenggaraan urusa n 

Pemerintah a n yan g dilaksanakan oleh Pemerintah Ka bupaten da n Dewan 

Pe rwa kilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewen angan masing­

masmg. 

3. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah 

Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya 

yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Kabupaten. 

4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih m elalui suatu 

proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, 

rahasia, jujur dan adil. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya d isingkat DPRK 

ada la h unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang 

anggotanya dipilih mela lui Pemilihan Umum. 

6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pidie Jaya. 

7. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah 

unsur pembantu Bupati dalam penyelen ggaraan Pemerintahan Kabupaten 

Pidie J aya yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat 

DPRK, Dinas, Badan, Lembaga Teknis Pidie Jaya, dan Lembaga 

Daerah/ Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh Kabupaten Pidie Jaya. 

8. Anggarant 



8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat 

APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas 

dan disetujui bersama oleh pemerintah kabupaten dan DPRK, dan ditetapkan 

dengan qanun. 

9. Penerimaan Kabupaten adalah uang yang masuk ke kas Kabupaten. 

10. Pengeluaran Kabupaten adalah uang yang keluar dari kas Kabupaten. 

11. Pendapatan Kabupaten adalah semua hak Kabupaten yang diakui sebagai 

penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 

12. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada 

Kabupaten untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Kabupaten guna 

mendanai kebutuhan Kabupaten dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 

13. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada 

Kabupaten dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik 

fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Kabupaten. 

14. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber 

dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Kabupaten 

penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi 

ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Kabupaten. 

15. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang 

bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan 

pemerataan kemampuan keuangan antar-Kabupaten untuk mendanai 

kebutuhan Kabupaten dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. 

16. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang 

bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Kabupaten 

tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang 

merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten. 

17. Belanja Kabupaten adalah semua kewajiban Pemerintah Kabupaten yang 

diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun 

anggaran berkenaan. 

18. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau 

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran 

berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

19. Pinjaman Kabupaten adalah semua transaksi yang mengakibatkan Kabupaten 

menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari 

pihak lain sehingga Kabupaten tersebut dibebani kewajiban untuk membayar 

kembali. 

20. Utang .. 



20. Utang Kabupaten yang selanju tnya disebut Utang adalah jumlah uang yang 

wajib dibayar Pemerintah Ka bu paten dan/ atau kewajiban Pemerintah 

Kabupaten yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan 

perundangundan gan, perjanjia n , atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. 

21. Pemberian Pinjaman Kabupaten adalah bentuk investasi Pemerintah 

Kabupaten pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten lainnya, badan 

layanan umum daerah milik Pemerintah Kabupaten lainnya, badan usaha 

milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan 

hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman. 

22. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan 

pembangunan prasarana dan sarana Kabupaten yang tidak dapat dibebankan 

dalam 1 (satu) tahun anggaran. 

Pasal 2 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten tahun anggaran 2024 semula 

sebesar Rp. 928.608. 793.820,00 (sembilan ratus dua puluh delapan milyar enam 

ratus delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh 

rupiah) bertambah sebesar Rp. 44.346.495.489,00 (empat puluh empat m ilyar tiga 

ratus empat puluh enam juta empat ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus 

delapan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp. 972.955.289.309,00 

(sembilan ratus tujuh puluh dua m ilyar sembilan ratus lima puluh lima juta dua 

ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan rupiah) dengan rincian 

sebagai berikut: 

1. Pendapatan Daerah 

a. Semula 

b . Bertambah/berkurang 

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan 

2. Belanja Daerah 

a. Semula 

b. Bertambah/ berkurang 

Jumlah belanja daerah setelah perubahan 

3 . Pembiayaan Daerah 

a. Penerimaan pembiayaan 

1). Semula 

2). Bertambah/berkurang 

Rp. 928.608.793.820,00 

Rp. 44.346.495.489,00 

Rp. 972.955.289.309,00 

Rp. 927.508.793.820,00 

Rp. 58.079 .964.048,35 

Rp. 985.588.757.868,35 

Rp. 

Rp. 

0,00 

13.733.468.559,35 

Jumlah--1 · 



Jumlah penerimaan pembiayaan 

setelah perubahan Rp. 13. 733.468.559,35 

b. Pengeluaran pembiayaan 

1). Semula Rp. 1.100.000.000,00 

2). Bertambah/berkurang R2. 0,00 

Jumlah pengeluaran pembiayaan 

setelah perubahan Rp. 1.100.000.000,00 

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 12.633.468.559,35 

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah 

perubahan Rp. 0,00 

Pasal 3 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari: 

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBK yang Diklasifikasi 

Menurut Kelompok, J enis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, 

Belanja, dan Pembiayaan; 

2. Lampiran II 

3. Lampiran III 

4. Lampiran IV 

5. Lampiran V 

6.Lampiran VI 

7. Lampiran VII 

Penjabaran Perubahan APBK Menurut Urusan Pemerintah 

Kabupaten, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian 

Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah; 

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan 

Sosial; 

Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan 

Kabupaten, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, 

Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja 

dan Pembiayaan; 

Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan 

Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH Minyak dan Gas 

Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Kabupaten, Organisasi, 

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan 

Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan 

Pemerintahan Kabupaten , Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 

Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek 

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

8. Lampiran Vlllt . 



. 
_8. Lampiran VIII Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten pada Daerah 

Perbatasan Dalam Rancangan Qanun tentang APBK dan 

Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK dengan 

Program Prioritas Perbatasan Negara. 

Pasal 4 

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBK yang ditetapkan dalam Peraturan ini 

dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja 

perangkat kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya. 

Diundangkan di Meureudu 
pada tanggal 7 Oktober 2024 M 

4 Rabiul Akhir 1446 H 

Pj. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PIDIE JAYA, t 
~,, 

BAHRON BAKTI 

Ditetapkan di Meureudu 
pada tanggal 7 Oktober 2024 M 

4 Rabiul Akhir 1446 H 

\ Pj. BUPATI PIDIE JAY;A• 

~ 1d· JAILANI 

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2024 NOMOR 21 


